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ABSTRAK 

 

EFEKTIVITAS PROPORSI PENYALURAN WAKAF UANG 

TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT 

(Studi Kasus KSPPS BMT Assyafi’iyah Kotagajah) 

 

Oleh: 

DIAH AYU FATMALA 

 

Isu yang paling menonjol dalam periode ini untuk bisa mencapai 

pengelolaan wakaf secara professional adalah munculnya gagasan wakaf tunai 

yang digulirkan oleh tokoh ekonomi asal Bangladesh, Prof. M.A Mannan. 

Kehadiran wakaf uang dalam jangkauan yang lebih luas, dapat dirasakan 

manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi, 

terutama jika wakaf uang dikelola dengan manajemen yang rapi, teratur, dan 

professional disertai kualitas para pengelolanya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proporsi penyaluran wakaf uang 

terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat agar dapat dikatakan efektif dan 

tujuan wakaf dapat tercapai. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field 

research) yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam di Koperasi 

Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal wa Tamwil (KSPPS BMT) 

Assyafi’iyah Kotagajah. penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data 

wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap Pimpinan Baitul 

Maal Assyafi’iyah dan anggota yang mendapat penyaluran harta wakaf uang. 

Sedangkan dokumentasi diambil dari arsip Baitul Maal Assyafi’iyah Kotagajah 

yang berkaitan dengan penelitian. Semua data-data tersebut dianalisis secara 

deduktif. 

Berdasarkan hasil penelitian, besarnya proporsi dalam menyalurkan harta 

wakaf adalah sebesar 40% disimpan dalam bentuk deposito berjangka dan 60% 

disalurkan kepada anggota sebagai modal usaha mikro. Modal usaha mikro 

tersebut disalurkan melalui dua akad yaitu pembiayaan mudharabah dan pinjaman 

qardhul hasan. Dengan proporsi 60% nyatanya telah dapat membantu 

perekonomian anggota dan efektif dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. 

Hal ini terbukti dari hasil nyata yang telah dihasilkan anggota penerima harta 

wakaf uang sebagai modal usaha mikro mereka. 

 

 

Kata kunci: efektivitas, wakaf uang, pemberdayaan ekonomi masyarakat. 
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MOTTO 

 

                           

                          

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan 

hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 

tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) 

bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha 

Mengetahui. (Q.S Al-Baqarah: 261) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Secara historis, institusi wakaf memiliki sejarah yang panjang dan 

telah dipraktikkan sejak awal perkembangan Islam, baik dalam bentuk wakaf 

benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, maupun dalam bentuk 

wakaf benda bergerak, seperti hewan dan buku. Wakaf merupakan pranata 

keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional 

dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti 

pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.  

Wakaf pada periode tradisional, masih ditempatkan sebagai ajaran 

yang murni dimasukkan dalam kategori ibadah mahdloh (pokok), yaitu hampir 

semua benda-benda wakaf diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan 

fisik seperti masjid, mushola, pesantren, kuburan, yayasan dan sebagainya.
1
 

Periode semi-profesional merupakan pola pengelolaan wakaf yang kondisinya 

relatif sama dengan periode tradisional. Namun pada masa ini sudah mulai 

dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun belum 

maksimal. Periode professional merupakan kondisi dimana daya tarik wakaf 

sudah mulai dilirik untuk diberdayakan secara professional-produktif. Bentuk 

                                                             
1
 Tim Penyusun, Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, (Jakarta: Direktorat 

Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 

2007), h. 1. 
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benda wakaf yang tidak hanya berupa harta tidak bergerak seperti uang, saham 

dan surat berharga lainnya.
2
 

Isu yang paling menonjol dalam periode ini untuk bisa mencapai 

pengelolaan wakaf secara professional adalah munculnya gagasan wakaf tunai 

yang digulirkan oleh tokoh ekonomi asal Bangladesh, Prof. M.A Mannan. 

Kemudian muncul pula gagasan wakaf investasi, yang di Indonesia sudah 

dimulai oleh Dompet Dhuafa Republika bekerja sama dengan Batasa (BTS) 

Capital beberapa waktu yang lalu. 

Kehadiran wakaf uang dalam jangkauan yang lebih luas, dapat 

dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang 

ekonomi, terutama jika wakaf uang dikelola dengan manajemen yang rapi, 

teratur, dan professional disertai kualitas para pengelolanya. Dengan 

demikian, wakaf sesungguhnya memiliki peranan yang cukup besar dalam 

mewujudkan tata sosial yang berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan umat 

pada skala mikro dan menciptakan kestabilan ekonomi Negara.
3
 

Wakaf dalam manajemen modern saat ini, diintegrasikan dengan 

berbagai system modern yang telah ada, terutama terkait dengan wakaf uang 

yang saat ini tengah gencar di Indonesia. Berdasarkan UU No. 41 tahun 2004, 

penerimaan dan pengelolaan wakaf uang dapat diintegrasikan dengan lembaga 

keuangan syariah. Dalam wakaf uang, wakif tidak boleh langsung 

menyerahkan mauquf yang berupa uang kepada nadzir, tetapi harus melalui 

LKS, yang disebut sebagai LKS Penerima Wakaf Uang. 

                                                             
2
 Ibid., h.5. 

3
 Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 

339. 
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Keputusan Menteri Agama RI No. 92-96 tahun 2008 telah menunjuk 

lima bank syariah untuk bermitra dengan nadzir dalam soal wakaf uang, yaitu 

Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, DKI Syariah 

dan Bank Syariah Mega Indonesia. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan 

wakaf uang juga bisa dipadukan dengan instrumen lembaga keuangan syariah 

nonbank.
4
 

Wakaf uang saat ini sudah banyak direalisasikan oleh lembaga 

keuangan seperti BMT Assyafi'iyah Kotgajah. Hasil prasurvey yang peneliti 

lakukan di BMT Assyafi'iyah Kotagajah menerangkan bahwa pengelolaan 

dana wakaf uang sudah dilakukan selama kurang lebih empat tahun. BMT As-

Syafi’iyah telah mendapat izin resmi dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada 

akhir tahun 2014. Kemudian efektif berjalan penghimpunan dana wakaf di 

tahun 2015. Jumlah waqif sampai tahun 2017 yaitu berjumlah 2636 orang 

yang berdiri dari berbagai kalangan. Berikut data perkembangan asset wakaf 

di BMT Assyafi’iyah Kotagajah: 

Tabel 1.1 

perkembangan asset wakaf uang di BMT Assyafi’iyah Kotagajah 

No Tahun Asset Wakaf Penyaluran 

1 2015/ November 164.500.000 164.500.000 

2 2016/Desember 377.794.584 377.794.584 

3 2017/Desember 561.411.627 561.411.627 

4 2018/Maret 618.433.427 618.433.427 

                                                             
4
 M. Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah “Suatu Kajian Teoritis Praktis”, 

(Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 420. 
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Dari tabel diatas, terlihat perkembangan asset wakaf uang pada BMT 

Assyafi’iyah selama 4 tahun berjalan. Dana wakaf tersebut dikelola dan 

disalurkan melalui beberapa akad yaitu, mudharabah, qardul hasan, dan 

sebagian disimpan sebagai simpanan berjangka di Baitul Maal Assyafi’iyah. 

Dari jumlah asset wakaf uang saat ini, harta wakaf yang disimpan sebagai 

simpanan berjangka di Baitul Maal Assafi’iyah saat ini sebesar Rp 

250.000.000. Sedangkan sisanya disalurkan melalui akad mudharabah dan 

qardul hasan. Harta wakaf yang disalurkan melalui kedua akad ini seluruhnya 

diperuntukkan untuk usaha mikro.
5
 

Penyaluran dengan pembiayaan mudharabah merupakan pengelolaan 

harta wakaf yang baru diterapkan di Baitul Maal Assafi’iyah. Pembiayaan 

mudharabah memiliki resiko yang cukup besar, sehingga perlu kehati-hatian 

yang lebih dalam memberikan pembiayaan ini. Sampai tahun 2018 ini baru 

satu orang yang menggunakan akad ini yaitu Ibu Melya seorang pedagang 

pakaian di Pasar 2 Kotagajah. Beliau mengajukan pembiayaan sebesar Rp 

10.000.000,00.
6
 

Selain menggunakan pembiayaan mudharabah, harta wakaf juga 

disalurkan atau dikembangkan melalui pinjaman qardul hasan. Pinjaman 

qardul hasan ini tidak menggunakan jaminan, dengan pengembalian pinjaman 

hanya pokoknya karena pada dasarnya tidak mengambil keuntungan atau 

bersifat sosial. Namun disunahkan atau dianjurkan untuk memberikan infaq 

atau sedekah. Salah satu contoh yaitu Ibu Siti Wasitoh seorang penjahit, beliau 

                                                             
5
 Wawancara Ibu Lailatul Fatimah selaku pimpinan Bitul Maal BMT As-Syafi’iyah Kota 

Gajah pada tanggal 26 Februari 2018. 
6
 Ibid., pada tanggal 04 September 2018 
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mengajukan pinjaman qardul hasan sebesar Rp 1.000.000,00 sebagai 

tambahan modal usaha untuk pembelian kain. Kemudian Ibu Sugiyati seorang 

pedagang bakso, beliau mengajukan pinjaman qardul hasan sebesar Rp 

1.000.000,00.
7
 

Wakaf uang dikembangkan dan dikelola sesuai dengan prinsip syariah 

dan disalurkan kepada masyarakat yang telah ditetapkan kriteria calon 

penerimanya oleh pihak BMT. Namun yang menjadi permasalahan saat ini 

adalah belum adanya klasifikasi atau besarnya porsi penyaluran hasil wakaf 

uang antara yang disimpan dan yang disalurkan tersebut. Sebagian penyaluran 

hasil wakaf uang di BMT Assyafi'iyah masih disimpan sebagai simpanan 

berjangka, dan sebagian disalurkan dalam pengembangan usaha kecil 

produktif bagi masyarakat melalui pinjaman qordul hasan.
8
 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut tentang efektivitas proporsi penyaluran wakaf uang 

yang ada di KPPS BMT Assyafi'iyah Kota Gajah yang memiliki peran dalam 

pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas serta untuk memperjelas 

objek penelitian, maka peneliti membatasi dan merumuskan pokok masalah 

dalam penelitian ini, sebagai berikut: “Bagaimana efektivitas proporsi 

penyaluran wakaf uang terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di 

KPPS BMT Assyafi'iyah Kota Gajah?”. 

                                                             
7
 Ibid., pada tanggal 04 September 2018 

8
 Ibid., pada tanggal 26 Februari 2018 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proporsi penyaluran 

wakaf uang terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat agar dapat 

dikatakan efektif dan tujuan wakaf dapat tercapai. 

2. Manfaat 

a. Manfaat secara teoritis, yaitu diharapkan berguna untuk menambah 

pengetahuan dan wawasan mengenai wakaf uang serta dapat 

memerikan sumbangan pemikiran mengenai perwakafan bagi ilmu 

pengetahuan, para ahli hokum Islam yang memiliki kepentingan 

terhadap wakaf dan umat Islam pada umumnya. 

b. Secara praktis, yaitu diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi Badan Wakaf Indonesia (BWI), nadzir, praktisi 

perbankan syariah dan semua pihak yang terkait dengan pengelolaan 

wakaf tunai khususnya dalam rangka penyaluran hasil wakaf uang 

terhadap peningkatan taraf ekonomi masyarakat. 

D. Penelitian Relevan 

Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Bariyah dengan judul 

“Wakaf Produktif Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”. 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu berupa keterangan-keterangan 

dan bukan berupa perhitungan atau angka. Penelitian ini menyimpulkan 

bahwa tanah wakaf yang ada di Masjid Al-Furqan Bandar Lampung sudah 

produktif dengan menghasilkan input financial dan telah mampu 
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memberdayakan ekonomi masyarakat diantaranya dengan adanya kantin yang 

dikelola oleh masyarakat tanpa harus menyewa.
9
 

Penelitian yang dilakukan oleh Ade Putriansyah dengan judul 

“Pengembangan Harta Wakaf sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi 

Masyarakat”. Hasil analisis pengelolaan wakaf produktif yang telah 

dilakukan pada Yayasan Nurul Huda Ganjaragung Kota Metro dapat 

disimpulkan bahwa telah menjalankan fungsinya dengan benar yaitu sebagai 

lembaga yang berperan dalam mengelola asset wakaf dan telah 

memberdayakan empat unsure yaitu petani, guru ngaji, pekerja lepas 

(pemeliharaan masjid), risma dan rismawati.
10

 

Penelitian yang dilakukan oleh Hermanto dengan judul “Efektivitas 

Penghimpuan Dana Wakaf Uang di BMT L-Risma 37c Gantimulyo 

Kecamatan Pekalongan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penghimpunan dana wakaf uang di BMT L-Risma belum berjalan secara 

efektif. Hal itu terbukti dari hasil penghimpunan dana wakaf uang yang 

belum mencapai target yang telah ditentukan.
11

 

Penelitian yang dilakukan oleh Endang Istiyorini dengan judul 

“Pengelolaan Wakaf Tunai dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat di 

Baitul Maal L-Risma Cabaang Metro”. Penelitian ini merupakan field 

research atau penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

                                                             
9

 Miftahul Bariyah, Wakaf Produktif sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi 

Masyarakat, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014). 
10

 Ade Putriansyah, Pengembangan Harta Wkaf sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi 

Masyarakat, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015). 
11

 Hermanto, Efektivitas Penghimpuan Dana Wakaf Uang di BMT L-Risma 37c 

Gantimulyo Kecamatan Pekalongan, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015). 
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pemberdayaan melalui wakaf tunai di Baitul Maal L-Risma belum terlaksana 

secara maksimal, terlihat dari bebrapa indikator keberhasilan yang dicapai. 

Bahkan, Baitul Maal L-Risma belum dapat mengentaskan kemiskinan 

dikarenakan kurangnya percaya diri dari Baitul Maal itu sendiri.
12

 

Dari penelitian Miftahul Bariyah, Ade Putriansyah, Hermanto dan 

Endang Istiyorini, yang telah dipaparkan secara sekilas di atas, dapat 

diketahui persamaan dan perbedaanya dengan penelitian yang dimaksud 

dalam penelitian ini. Diantara persamaanya adalah sama-sama membahas 

tentang wakaf dan pengaruhnya terhadap pemberdayaan ekonomi 

masyarakat. Akan tetapi berbeda dalam focus kajian dan tujuan penelitiannya. 

Penelitian ini lebih terfokus dalam efektivitas proporsi penyaluran hasil wakaf 

uang yang telah dikelola terhadap oleh nadzir terhadap pemberdayaan 

ekonomi masyarakat. 

  

                                                             
12

 Endang Istiyorini, Pengelolaan Wakaf Tunai dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi 

Umat, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2016). 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. EFEKTIVITAS 

1. Pengertian Efektivitas 

Efektivitas adalah kesesuaian antara orang yang melaksanakan 

tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas juga merupakan bagaimana 

suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya 

dalam usaha mewujudkan tujuan operasional.
13

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dikemukakan 

efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), atau 

mujarab, dapat membawa hasil. Masih menurut KBBI, definisi efektivitas 

adalah sesuatu yang dimiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, 

manjur, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha 

atau tindakan.
14

 

Di dalam Islam, efektivitas merupakan suatu tujuan atau target 

yang tepat untuk dapat tercapainya kemaslahatan masyarakat serta 

mempunyai tujuan baik pada dunia dan akhirat. Efektivitas memiliki 

tujuan yang tepat dalam mencapai tujuan yang diinginkan, dapat 

menyelesaikan masalah dengan hasil yang telah diperoleh, memiliki 

kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh dan harus dilandasi 

                                                             
13

 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategis, dan Implementasi, 

(Bandung: PT. Remaja Kosdakarya, 2002), h. 82. 
14

 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-3, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2005), h. 284. 
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dengan nilai-nilai kebenaran Islam yaitu bersumber dari Al-Qur’an dan 

As-Sunnah.
15

 

Dari beberapa definisi diatas maka peneliti mengambil garis besar 

bahwa efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan sejauh 

mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang tercapai, 

maka maka semakin efektif pula kegiatan tersebut. Sehingga efektivitas 

juga dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari 

suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. 

2. Pengukuran Terhadap Efektivitas 

Menurut Duncan (dalam Steers, 1985:53), terdapat beberapa cara 

pengukuran terhadap efektivitas, sebagai berikut : 

a. Pencapaian Tujuan 

b. Adaptasi 

c. Integrasi 

Kemudian menurut Gibson (1985:33-35) mengemukakan ada lima 

aspek kriteria efektivitas yaitu: 

a. Produksi 

b. Efesiensi 

c. Kepuasan 

d. Adaptasi 

e. Pengembangan Organisasi 

Emitai Etziomi (Indrawijawa, 2010 :187) mengemukakan  

pengukuran efektivitas organisasi mencakuo 4 kriteria: 

a. Adaptasi 

b. Integrasi 

                                                             
15

 Astrianisa Fathona, “Tercapainya Tingkat Efektivitas Wakaf Uang Untuk 

Memberdayakan Kesejahteraan Mauquf „Alaih Di Yayasan Dana Sosial Al Falah (Ydsf) 

Surabaya” dalam JURNAL EKONOMI SYARIAH TEORI DAN TERAPAN, (Surabaya: Universitas 

Airlangga), Vol. 3 No. 1 Januari 2016, h. 62.  
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c. Motivasi 

d. Produksi
16

 

 

3. Pengukuran Terhadap Efektivitas Wakaf 

Terdapat beberapa cara pengukuran terhadap efektivitas, sebagai 

berikut : 

a. Pemahaman program 

Seorang wakif hendaknya memahami program-program yang telah 

diberikan lembaga perwakafan termasuk dalam pengelolaannya. 

b. Ketepatan sasaran 

Dapat dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak 

dicapai oleh perusahaan serta menjamin ketetapan pelaksanaan tugas 

sesuai dengan rencana yang telah dibuat. 

c. Ketepatan waktu 

Perusahaan dapat mengelola secara baik dan tepat waktu supaya para 

wakif dapat mempercayai lembaga tersebut dan tidak teralihkan pada 

lembaga wakaf lain. 

d. Tercapainya target 

Dalam pengelolaannya, lembaga perwakafan haruslah memiliki target 

salah satunya yaitu dapat mensejahterakan masyarakat dan tercapainya 

maslahah seperti yang terkandung. 

e. Tercapainya tujuan 

Tujuan yang dimiliki lembaga wakaf adalah mengurangi kesusahan 

yang didapat oleh orang yang kurang mampu dan orang yang 

membutuhkan, serta dapat mensejahterakan masyarakat. 

f. Perubahan nyata 

Memiliki dampak perubahan nyata yang positif yang dapat diterima 

oleh lembaga wakaf.
17

 

 

Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program juga merupakan 

salah satu cara untuk mengukur efektivitas program. Efektivitas 

merupakan kriteria evaluasi yang dapat diukur bilamana suatu kebijakan 

program dapat mencapai hasil (efek) dan memberi pengaruh yang 

                                                             
16

 Dipta Kharisma dan Tri Yuniningsih, “Efektivitas Organisasi Dalam Penyelenggaraan 

Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Tdup) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota 

Semarang” dalam Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

(Semarang: Universitas Diponegoro). 
17

 Ibid., h. 63. 
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diinginkan. Sementara itu pendapat peserta program dapat dijadikan 

sebagai ukuran untuk menentukan efektivitas program. Hal tersebut 

dinyatakan bahwa evaluasi terhadap efektivitas program pelatihan dapat 

dilakukan, diantaranya melalui reaksi peserta terhadap program yang 

diikuti. Bermanfaatkah dan puaskah peserta pelatihan terhadap 

program.
18

 

Penilaian dan evaluasi keberhasilan pencapaian output dan 

outcomes organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah fokus 

dari kegiatan pengukuran kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran 

kuantitatif maupun kualitatif untuk menggambarkan tingkat pencapaian 

sasaran dan tujuan organisasi.
19

 

Dari pemaparan diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwasannya 

tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana 

yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, 

jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat 

sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang 

diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. 

 

 

 

 

                                                             
18

 Nuskhiya Asfi dan Holi Bina Wijaya, “Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam 

Pengentasan Kemiskinan Pada Program Gerdu Kempling Di Kelurahan Kemijen Kota Semarang” 

dalam Jurnal Teknik PWK, (Semarang: Universitas Diponegoro), Volume 4 Nomor 2 2015, h. 256. 
19

 Badrudin, Dasar-dasar Manajemen, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 260. 



13 

 

 

B. WAKAF UANG 

1. Pengertian Wakaf Uang 

Secara etimologis wakaf  berasal dari kata waqafa-yaqifu-waqfan, 

mempunyai arti menghentikan atau menahan (al-habs).
20

 Dalam 

terminologi Hukum Islam, kata tersebut didefinisikan sebagai suatu 

tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan asset di mana 

seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan 

amal, sepanjang barang tersebut masih ada.
21

    

Dalam peristilahan syara‟ secara umum, wakaf adalah sejenis 

pemberian yang pelaksanaanya dilakukan dengan jalan menahan 

(pemilikan) asal (tahbisul ashli), lalu menjadikan manfaatnya berlaku 

umum. Tahbisul ashli adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak 

diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dan sejenisnya.
22

 

Menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan 

Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 dapat disarikan beberapa konsep 

perwakafan. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan 

dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan 

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan 

                                                             
20

 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2012), h. 356. 
21

 M.A. Mannan, Sertifikat Wakaf Tunai “Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam”, 

(Depok: CIBER bekerjasama dengan PKTTI-UI, 2001), h. 29. 
22

 M. Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah “Suatu Kajian Teoretis Praktis”, 

(Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 407. 



14 

 

 

kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum 

menurut syariah.
23

 

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) wakaf adalah perbuatan 

hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang 

memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk 

selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya 

sesuai dengan ajaran Islam.
24

 

Wakaf uang atau wakaf tunai adalah penyerahan hak milik berupa 

uang tunai kepada seseorang, kelompok orang atau lembaga nadzir untuk 

dikelola secara produktif dengan tidak mengurangi atau 

menghilangkan„ain sehingga dapat diambil hasil atau manfaatnya oleh 

mauquf alaih sesuai dengan permintaan wakif yang sejalan dengan syariat 

Islam.
25

 

Para ulama berbeda paham mengenai landasan hukum wakaf tunai 

atau wakaf uang. Hal ini dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat dulu 

yang mengoptimalkan asset wakaf melalui cara transaksi sewa. Para 

ulama yang tidak mengesahkan wakaf tunai berargumen bahwa uang 

diciptakan sebagai alat tukar untuk mempermudah transaksi dalam 

kehidupan. Maka apabila menyewakannya, hal itu akan berkaitan dengan 

riba.
26

 Alasan lain dikemukakan oleh al-Bakri, ulama pengikut Imam 

Syafi’I, beliau menolak wakaf uang karena wujud uang sebagai pokok 

                                                             
23

 Ibid., h. 408. 
24

 Mardani, Fiqh Ekonomi., h. 357. 
25

 M. Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan., h. 416. 
26
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asset tidak akan kekal atau lenyap ketika dibayar, namun madzab Syafi’I 

memperbolehkan air sebagai pengecualian dari prinsip.
27

 

Argumen tersebut diluruskan oleh beberapa ulama yang 

mensahkan wakaf uang. Imam Hanafiyah memberikan alternatif dengan 

menginfestasikannya sebagai modal usaha melalui cara mudharabah atau 

mubada‟ah dah hasilnya dapat disedekahkan kepada mauquf alaih. Imam 

Hambali pun memperbolehkan berwakaf dalam bentuk uang tunai, baik 

dirham maupun dinar. Ulama Maliki pun turut mensahkan wakaf 

sejumlah uang. 

Kontroversi wakaf tunai (uang) ini telah dijawab oleh Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 28 Shafar 1423 H, bertepatan 

tanggal 11 Mei 2002. Komisi Fatwa MUI pusat mengeluarkan fatwa 

tentang kebolehan (jawaz) hukum wakaf uang selama disalurkan dan 

digunakan untuk hal-hal sesuai syar‟i dan memasukkan surat berharga 

kepada pengertian uang.
28

 

2. Dasar Hukum Wakaf Uang 

Dasar hukum wakaf uang adalah Al-Qur’an,  hadits, ijma‟ ulama, 

sama halnya dengan wakaf tanah. Adapun yang menjadi landasan hukum 

adalah:
29

 

 

 

                                                             
27

 Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam: Tianjauan Teoretis dan 

Praktis, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 326. 
28

 Ibid. 
29

 Ilfi Nur Diana, Hadis-hadis Ekonomi, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), h. 106. 
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3. Al-Quran 

ًِ  عَهٍِمٌ (٢٩) ءٍ  فإَنَِ  اَللَّ  ثِ ًْ مَب جىُْفقُُِا مِهْ  شَ ََ  انْجزَِ  حَحىَ   جىُْفقُُِا مِمَب جحُِجُُّنَ  

 نهَْ  جىَبَنُُا

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), 

sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan 

apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah 

mengetahuinya.
30

 (QS. Ali Imran: 92) 

 

لاٌبَ أَ  ََ مِمَب أخَْزَجْىبَ نكَُمْ مِهَ الأرْضِ  ََ ٌٍُّبَ انذٌَِهَ آمَىُُا أوَْفقُُِا مِهْ طٍَِّجبَتِ مَب كَسَجْحمُْ   

   ً اعْهمَُُا أنََ اَللَّ غَىِ ََ  ًِ ًِ إلِا أنَْ جغُْمِضُُا فٍِ نسَْحمُْ ثآِخِذٌِ ََ جٍَمََمُُاانْخَجٍِدَ مِىًُْ جىُْفقُُِنَ   

(٩٦٢حَمٍِدٌ )  
“Wahai orang-orang yang beriman! infakkanlah (di jalan Allah) 

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa 

yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih 

yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau 

mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. 

Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.
31

 (QS. 

Al Baqarah: 267) 

4. Al-Hadits 

 ًَ ًَ اَللُّ عَىٍْمَُب قبَلَ أصََبةَ عُمَزُ أرَْضًب ثخٍَِْجزََ فؤَجَىَ انىجَِ عَهْ عَجْدِ اَللِّ ثْهِ عُمَزَ رَضِ

 صهى

لَ اَللِّ إِوًِّ أصََجْثُ أرَْضًبثخٍَِْجزََ نمَْ أصُِتْ   ُْ ٍٍْبَ فقبَلَ ٌبَرَسُ اللّ عهًٍ َسهم ٌسَْحؤَمِْزُيُ فِ

 مَبلاً 

جصََدَقْثَ قظَ  أوَْفسََ   ََ ًِ؟ فقَبَلَ "إنِْ شِئْثَ حَجسَْثَ أصَْهٍَبَ  عِىْدِي مِىًُْ، فمََب جؤَمُْزُوًِ ثِ

 ثٍِبَ"

رَخُ قبَلَ فحَصََدَقُ   ُْ لاَ ٌُ ََ ٌتَُ،  ُْ لاَ ٌُ ََ ٍْزَ أوًََُ لاَ ٌجُبَعُ أصَْهٍُبَ،  قمََ فحَصََدَقَ ثٍِبَ عُمَزُ، غَ  

ٍْفِ،  انضَ ََ ٍْمِ،  اثْهِ انسَجِ ََ ٍْمِ اللِّ،   فىِ سَجِ ََ قبَةِ،  ًْ انزِّ فِ ََ انْقزُْثىَ،  ََ عُمزُ فىِ انْفقُزََاءِ، 

 لاَ جُىبحََ 

  ًِ ٍْ لٍ فِ ُِّ ٍْزَ مُحمََ ٌْقبً غَ َْ ٌطُْعِمَ صَدِ فِ أَ َْ نٍٍَِبَ أنَْ ٌؤَكُْمَ مِىٍْبَ ثبِنمَعْزُ ََ  عَهىَ مَهْ 

“Dari Abdullah bin Umar Radliallahu  'anhuma dia berkata;  'Umar  

mendapatkan bagian tanah  di  Khaibar, lalu  dia  menemui  Nabi 

shallallahu  'alaihi  wasallam untuk meminta pendapat tentang tanah 

                                                             
30

 Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur‟an dan Terjemahnya, (Surabaya: CV 

Jaya Sakti, 1989), h. 91. 
31

 Ibid., h. 67. 
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itu. Dia berkata: "wahai Rasulullah, sesuangguhnya aku  

mendapatkan bagian tanah di Khaibar dan aku tidak mendapatkan 

harta yang lebih berharga dari tanah ini. Maka apa yang engkau 

perintahkan kepadaku tentang tanah itu?" Beliau menjawab:"Jika 

kamu mau, kamu dapat menahan tanahnya dan kamu dapat 

menyedekahkan hasilnya”. Abdullah bin Umar berkata, „Maka  Umar  

menyedekahkan hasilnya, hanya saja tanahnya tidak dijual dan tidak 

dihibahkan dan tidak pula diwariskan, „Maka Umar menyedekahkan 

hasilnya untuk para  fakir, kerabat, untuk  membebaskan  budak 

wanita, fii sabilillah (di jalan Allah), orang lemah, dan tidak ada 

salahnya bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya 

secara ma‟ruf, atau untuk memberi makan teman selagi tidak 

mengambilnya secara berlebihan.” (HR. Bukhari-Muslim)
32

 

 

5. Fatwa MUI dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia 

Selain Al-qur’an dan Hadits, yang menjadi hukum wakaf uang 

adlah fatwa MUI dan bebrapa hukum positif lainnya yang menjadi 

dasar hukum wakaf uang di Indonesia. Dasar hukum tersebut antara 

lain sebagai berikut: 

1) Keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 Mei 2002 

tentang wakaf uang, 

2) Undang-undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang 

wakaf, 

3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 tahun 2006 

tentang pelaksanaan undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang 

wakaf. 

4) Peraturan Badan Wakaf Indonesia (PBWI) N0. 1 tahun 2009 

tentang pedoman pengelolaan dan pembangunan harta benda 

wakaf bergerak berupa uang, 

5) Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 4 tahun 2009 tentang 

administrasi pendaftaran wakaf uang. 

Dari beberapa landasan hukum diatas, diharapkan dapat 

menertibkan jalannya administrasi perwakafan di Indonesia dan dapat 

terhindar dari permasalahan penyalahgunaan harta wakaf. Adapun 

                                                             
32

 Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim, Cet. I 

(Jakarta: Darul Falah, 2002), h. 802. 
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peraturan tersebut dibuat pemerintah dengan persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat. 

3. Rukun dan Syarat Wakaf 

Rukun dan syarat wakaf uang sama halnya dengan dengan wakaf 

pada umumnya. Wakaf uang dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan 

syarat berikut ini: 

a. Wakif  adalah orang yang berwakaf. Wakif dapat berupa perseorangan, 

organisasi atau badan hukum. Syarat wakif perseorangan yaitu 

dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, 

dan pemilik sah harta benda wakaf. 

b. Mauquf bih adalah harta yang diwakafkan. Mauquf bih adalah semua 

benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, yang 

memiliki daya tahan tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut 

ajaran Islam. 

c. Mauquf alaih adalah sasaran wakaf. Sasaran wakaf dapat ditujukan 

kepada wakaf khairi
33

 dan wakaf ahli
34

. 

d. Sighat adalah pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan benda 

miliknya. 

e. Nadzir sekelompok orang atau badan hukum yang memegang amanat 

untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan 

tujuannya.
35

 

 

 

                                                             
33

 Wakaf khairi adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum seperti yang 

dilakukan oleh Umar Ibn Khattab. Ia mewakafkan sekaligus mengelola sendiri tanahnya di 

Khaibar dan membagikan hasilnya kepada fakir miskin, ibnu sabil, sabilillah dan kepentingan 

umum lainnya. 
34

 Wakaf ahli atau wakaf dzurri adalah wakaf yang diperuntukkan kepada orang tertentu. 
35
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4. Pengelolaan Wakaf Uang 

Berdasarkan Al-Qur’an dijelaskan bahwasannya: 

انٍَمُْ فًِ سَجٍِمِ اَللِّ كَمَثمَِ  َُ حَجةٍَ أوَْجحَثَْ سَجْعَ سَىبَثمَِ فًِ كُمِّ سُىْجهُةٍَ مَثمَُ انذٌَِهَ ٌىُْفقُُِنَ أمَْ

 مِبئةَُ 

اسِعٌ عَهٍِمٌ )  ََ اَللُّ  ََ اَللُّ ٌضَُبعِفُ نِمَهْ ٌشََبءُ  ََ (٩٦٢حَجةٍَ   
“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 

menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih 

yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah 

melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah 

Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.
36

 (QS. Al Baqarah: 

261) 

 

Berdasarkan ayat di atas, digambarkan bahwa nafkah yang 

dikeluarkan di jalan Allah termasuk salah satu di dalamnya adalah wakaf 

sebagai salah satu instrumen dalam Islam sebagai instrumen 

pemberdayaan masyarakat ternyata mempunyai efek pengganda dalam 

perekonomian. Dimana hal ini dinyatakan dengan sebutir benih yang 

menumbuhkan tujuh bulir dan tiap-tiap bulir seratus biji, dalam tataran 

praktis ekonomi efek pengganda ayat ini tidak hanya dari aspek pahala 

semata namun memiliki dampak ekonomi. 

Dalam sistem pengelolaannya, wakaf uang tidak banyak berbeda 

dengan wakaf tanah atau bangunan. Nadzir bertugas untuk 

menginvestasikan sesuai syariah dengan satu syarat yaitu nilai nominal 

yang diinvestasikan tidak boleh berkurang. Adapun hasil investasi 

dialokasikan untuk upah nadzir (maksimal 10%) dan kesejahteraan 

masyarakat (minimal 90%).
37

 Hasil investasi yang dialokasikan untuk 
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mauquf „alaih dapat dibedakan atas dua sektor, yaitu sektor ekonomi dan 

sektor non ekonomi seperti untuk sosial dan pendidikan. Hasil wakaf uang 

yang diberikan kepada sektor ekonomi yaitu dalam bentuk dana bergulir. 

Bantuan tambahan modal yang diberikan dapat digunakan untuk 

meningkatkan kapasitas produksi, sehingga produksi barang dan jasa 

dalam perekonomian akan meningkat. Peningkatkan penerimaan negara 

akan meningkatkan dana pembangunan, peningkatan dana pembangunan 

ini akan kembali lagi secara tidak langsung kepada peningkatan 

pendapatan waqif.
38

 

C. PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT 

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

Pemberdayaan adalah serangkaiaan kegiatan untuk memperkuat 

kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, 

termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. 

Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil 

yang ingin dicapai oleh perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, 

memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun 

sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, 

mempunyai mata pencarian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan 

mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.
39
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Pemberdayaan juga merupakan upaya untuk membangun 

kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan 

kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk 

mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.
40

 Upaya untuk 

meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu mewujudkan 

kemandirian dan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan serta 

keterbelakangan.
41

 

Sedangkan Pemberdayaan  masyarakat ialah proses untuk membuat 

masyarakat menjadi berdaya. Untuk menggerakkan kembali kemandirian 

masyarakat dalam pembangunan di komunitasnya, maka diperlukan 

dorongan-dorongan atau gagasan awal untuk menyadarkan kembali peran 

dan posisinya dalam kerangka untuk membangun masyarakat madani. 

Proses penyadaran masyarakat tersebut dilakukan melalui konsep-konsep 

pengembangan kapasitas.
42

 Pemberdayaan masyarajat juga merupakan 

proses perubahan struktur yang harus muncul dari masyarakat, oleh 

masyarakat, dan hasilnya ditujukan demi kesejahteraan masyarakat. 

Proses ini harus berlangsung secara alamiah dengan anggapan bahwa 
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masyarakat sebagai pelaku sosial-ekonomi, memiliki produktivitas yang 

kurang lebih berimbang dan bertindak efisien atau rasional.
43

 

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah usaha untuk 

menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi 

dalam mekanisme pasar yang benar. Menurut Ginandjar Kartasasmita, 

pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya yang merupakan 

pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat 

untuk meningkatkan produktivitas rakyat sehingga, baik sumber daya 

manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat, dapat 

ditingkatkan produktivitasnya.
44

 

Dari berbagai pandangan mengenai konsep pemberdayaan, maka 

dapat disimpulkan, bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah 

penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan 

distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan 

gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh 

informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara 

multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek 

kebijakannya.
45
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2. Strategi dan Pendekatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

Berdasarkan pengalaman, upaya memberdayakan kelompok 

masyarakat yang lemah dapat dilakukan dengan tiga strategi, yaitu: 

a. Pemberdayaan melalui perencanaan dan kebajikan yang telah 

dilaksanakan dengan membangun atau mengubah struktur lembaga 

yang bisa memberikan akses yang sama terhadap sumber daya, 

pelayanan dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

b. Pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial dan politik yang dilakukan 

dalam rangka membangun kekuasaan efektif. 

c. Pemberdayaan melalui pendidikan dan menumbuhkan kesadaran yang 

dilakukan dengan proses pendidikan dalam berbagai aspek yang 

cukup luas.
46

 

Berbicara tentang pendekatan, bila dilihat dari proses dan 

mekanisme perumusan program pembangunan masyarakat, pendekatan 

pemberdayaan cenderung mengutamakan alur dari bawah ke atas atau 

lebih dikenal dengan pendekatan bottom-up. Pendekatan ini merupakan 

upaya melibatkan semua pihak sejak awal, sehingga setiap keputusan 

yang diambil dalam perencanaan adalah keputusan mereka bersama, dan 

mendorong keterlibatan dan komitmen sepenuhnya untuk 

melaksanakannya.  

3. Langkah-langkah Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

Keberhasilan pemberdayaan sangat bergantung  pada partisipasi 

UKM sebagai pelaku maupun stakeholder lain yang turut dalam 
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pengembangannya. Dalam hal ini lebih banyak metode "bottom up", di 

mana perencanaan lebih diupayakan sasaran dan dilakukan secara 

partisipatif. Dalam praktek untuk menggugah partisipasi masyarakat 

sasaran langkah-langkah yang dilakukan adalah: 

a. Identifikasi potensi, dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik 

Sumber Daya Manusia (SDM) dan lingkungan internalnya baik 

lingkungan sosial, ekonomi, dan Sumber Daya Alam (SDA) 

khususnya yang terkait dengan usahanya, maupun lingkungan 

eksternal. Dengan langkah ini diharapkan setiap gerak kemajuan dapat 

bertumpu dan memanfaatkan kemampuan dan potensi wilayah 

masing-masing. Identifikasi ini melibatkan stakeholder dan tokoh 

masyarakat maupun instansi terkait. 

b. Analisis kebutuhan, tahapan analisis ini dilakukan oleh perwakilan 

yang dapat difasilitasi oleh Perguruan Tinggi/LSM/Swasta, maupun 

instansi terkait tentang berbagai kebutuhan dan kecenderungan produk 

dan pasar. Dengan pola analisis kebutuhan semacam ini diharapkan 

mampu mendorong terwujudnya manifestasi kebutuhan individu 

pengusaha dan sebagai anggota kelompok. Dengan demikian antara 

individu pelaku dan kelompok dapat diharapkan saling beriringan dan 

saling mendukung dalam mencapai tujuan kemajuan bersama.
47

 

c. Persiapan, tahap persiapan sebagai langkah awal pengenalan program 

kepada masyarakat. Sehingga, diperlukan adanya kerjasama yang baik 
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antara pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan tahap 

persiapan sebelum menginjak pada tahap pelaksanaan program.
48

 

d. Awakening atau penyadaran, pada tahap ini masyarakat disadarkan 

akan kemampuan, sikap dan keterampilan yang dimiliki serta rencana 

dan harapan akan kondisi mereka yang lebih baik dan efektif. Lebih 

jauh dari tahapan penyadaran masyarakat diberikan pemahaman dan 

persepsi baru mengenai diri mereka sendiri, aspirasi mereka dan 

keadaan umum lainnya. Proses pemahaman ini meliputi proses belajar 

untuk secara utuh menghargai pemberdayaan dan tentang apa yang 

dituntut dari mereka oleh komunitas.
49

 

e. Rencana program kerja bersama, setelah kebutuhan dapat ditentukan 

maka kemudian disusun sebuah rencana program kerja bersama untuk 

mencapai kondisi yang diinginkan berdasarkan skala prioritas yang 

ditetapkan bersama. Dalam tahap ini baik Perguruan 

Tinggi/LSM/Swasta, maupun instansi terkait sebagai fasilitator. 

f. Pelaksanaan program kerja bersama, jikalau program kerja telah 

disepakati maka langkah berikutnya adalah pelaksanaan program 

kerja. Dalam tahap ini fungsi instansi pemerintah terkait selaku 

fasilitator, sedangkan Perguruan Tinggi/LSMI Swasta dapat bertindak 

selaku pemberi jasa konsultansi. Sebagai konsultan, idealnya 
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Perguruan Tinggi harus mendapatkan jasa dan layanan yang diberikan 

kepada individu dampingan. 

g. Monitoring dan evaluasi, tidak hanya untuk mengetahui hasil 

pelaksanaan program kerja bersama apakah yang dikerjakan sudah 

sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan bersama, namun 

juga untuk membuat penyesuaian-penyusuaian jika diperlukan sesuai 

dengan perubahan kondisi lingkungan.
50
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yanga akan digunakan adalah penelitian field 

research atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah suatu 

penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam 

terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu 

kasus.
51

 Penelitian ini akan dilakukan di Baitul Maal BMT Assafi’iyah 

Kota Gajah guna mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf uang serta 

pendistribusiannya kepada mauquf alaih yang dapat berperanguh terhadap 

ekonomi masyarakat. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian yang akan penulis gunakan adalah penelitian bersifat 

kualitatif. Penelitian kualitatif atau naturalistic inquiry adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
52

 Jadi penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mencari informasi atau 

mengetahui bagaimana situasi dan kejadian yang terjadi dalam rangka 

untuk mendapatkan data dan fakta terhadap persoalan yang sebenarnya. 
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B. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data 

diperoleh.
53

 Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu sumber pertama dimana sebuah data 

dihasilkan. Adapun data primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara 

dengan beberapa pihak yakni Pimpinan Baitul Maal Assafi’iyah Kota 

Gajah dan 10 masyarakat yang mendapat pinjaman atau saluran dana 

wakaf uang. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber pendukung yang dijadikan 

sebagai sumber tambahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, sumber 

data sekunder berupa peraturan undang-undang tentang wakaf, buku-buku 

yang berkaitan tentang wakaf uang, serta jurnal-jurnal yang berkaitan 

dengan teori. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan 

data.
54

 Peneliti  menggunakan dua teknik dalam pengumpulan data, yaitu: 

 

                                                             
53

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Yogyakarta: PT 

Rineka Cipta, 2010), h. 172. 
54

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2013), h. 224. 



29 

 

 

1. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan 

responden.
55

 Peneliti menggunakan jenis wawancara semiterstruktur, yaitu 

dengan menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak 

yang diajak wawancara dimintai pendapat, dan ide-idenya.
56

 Dalam 

penelitian ini, yang menjadi objek wawancara adalah Pimpinan Baitul 

Maal Assafi’iyah Kota Gajah yaitu Ibu Lailatul Fatimah dan 10 

masyarakat yang mendapat pinjaman atau saluran dari wakaf uang yaitu 

Bapak Samin, Bapak Fahrur Iqbal, Bapak Wagino, Bapak Surya Putra, 

Bapak Cahyandi, Ibu Sugiyati, Ibu Melya, Ibu Ma’rifah, Ibu Siti Wasitoh, 

Ibu Angelica. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasarti, notulen 

rapat, agenda dan sebagainya.
57

 Dokumentasi yang penulis gunakan 

berupa buku-buku yang berkaitan dengan wakaf uang dan perberdayaan 

masyarakat, jurnal-jurnal, dokumen-dokumen BMT seperti struktur 

organisasi, data penyaluran wakaf uang dan lain sebagainya. 

D. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi. Cara dengan mengorganisasikan data kedalam kategori, 
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menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
58

 

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah cara 

berfikir deduktif. Karena pada umumnya bertolak dari umum yang 

diinterpretasikan untuk disusun sebagai suatu yang khusus. Beranjak dari 

definisi tersebut, jelas bahwa analisis data secara deduktif berarti pengolahan 

data dari hal-hal yang bersifat umum untuk ditarik ke khusus. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

1. Sejarah KSPPS BMT Assyafi’iyah Kotagajah 

Kebangkitan BMT merupakan wujud nyata kesadaran dari 

masyarakat akan pentingnya lembaga keuangan yang bernafaskan Islam. 

Ini kesempatan bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk 

mengembangkan perekonomian yang dibutuhkan masyarakat. Koperasi 

Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Assyafi’iyah berdiri dipenghujung 

tahun 1995, didirikan di Pondok Pesantren Nasional Assyafi’iyah 

Kotagajah. Tahun 1999 Koperasi BMT Assyafi’iyah dikukuhkan unit 

usaha otonom dengan Badan Hukum No. 28/BH/KDK.7.2/III/1999. 

KJKS BMT Assyafi’iyah kini memiliki 42 kantor cabang di Provinsi 

Lampung.
59

 

Tahun 2015 BMT Assyafi’iyah Kotagajah berhasil melakukan 

Perubahan Anggaran Dasar (PAD), meningkatkan status Koperasi Primer 

Propinsi menjadi Koperasi Primer Nasional. Merubah nama dari KJKS 

BMT Assyafi’iyah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan 

Syariah BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional, sesuai Keputusan Menteri 

Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 

219/PAD/M.KUKM.2/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015. Dalam 

rangka meningkatkan kinerja, mempermudah pengawasan dan menunjang 
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proses pengendalian internal, KSPPS BMT Assyafi’iyah juga telah 

melakukan perbaikan system akuntansi yang sebelumnya dilakukan 

secara offline pada Agustus 2015 beralih ke system akuntansi yang 

terintegrasi secara online.
60

 

Pengembangan usaha juga dilakukan dengan meningkatkan 

fungsi Pusdiklat, selain sebagai sarana peningkatan kualitas SDI juga 

difungsikan sebagai hotel berdasarkan Keputusan Kepala Badan 

Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten 

Lampung Tengah Nomor : 503/030/1850/LPD.I/V/2015, tanggal 29 Mei 

2015, Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) yang semula hanya 

untuk bangunan kantor berubah menjadi bangunan kantor dan hotel BMT 

Assyafi’iyah. Sedangkan Baitul Maal Assyafi’iyah sendiri mulai dikelola 

terpisah pada tahun 2011, menempati kantor pusat yang lama dari KSPPS 

BMT Assyafi’iyah.
61

 

2. Visi dan Misi 

a. Visi : 

Menjadi Lembaga Keuangan Syriah di Lampung yang kuat, sehat, 

bermanfaat, mandiri dan Islami. 

b. Misi : 

1) Meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan anggota serta 

kemajuan lingkungan kerja. 
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2) Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal dengan 

berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. 

3) Membudayakan sikap hemat dan mendorong kegiatan menabung 

dikalangan anggota dan masyarakat. 

4) Menumbuhkan usaha-usaha produktif anggota dibidang pertanian, 

perdagangan, industry dan jasa. 

5) Memperkuat posisi tawar, sikap sportif dan amanah dikalangan 

anggota serta membentuk usaha antar anggota.
62

 

3. Struktur Organisasi Kepegawaian 

a. Pengurus dan Pengawas 

Susunan pengurus dan pengawas KSPPS BMT Assyafi’iyah 

merupakan kepengurusan masa bhakti 2015-2019 dengan komposisi 

sebagai berikut: 

1) Pengurus  

Ketua   : Hi. Rohmat Susanto, SKM., M.Kes 

Sekretaris  : Supadin, S.Sos.I 

Bendahara  : Mudhofir 

2) Pengawas 

Ketua   : Drs. Hi. Slamet Widodo, M.Si 

Sekretaris  : Drs. Muhbakir 

Bendahara  : Drs. Hi. Haryono, M.Pd 
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3) Dewan Pengawas Syariah 

Ketua   : Nur Fauzan, S.Pt 

Anggota  : Drs. Hi. Aziz Sukarsih 

Anggota  : Syamsodin, S.Pd 

b. Pengelola 

Pengelola Baitul Maal Assyafi’iyah adalah sebagai berikut: 

Pimpinan   : Lailatul Fatimah 

Penyaluran  : Taufik A. Afandi 

Administrasi  : Rina Setianingsih
63

 

 

B. Pengelolaan dan Penyaluran Harta Wakaf di KSPPS BMT Assyafi’iyah 

1. Pengelolaan Wakaf Uang 

Dalam sistem pengelolaannya, wakaf uang tidak banyak berbeda 

dengan wakaf tanah atau bangunan. Nadzir bertugas untuk 

menginvestasikan sesuai syariah dengan satu syarat yaitu nilai nominal 

yang diinvestasikan tidak boleh berkurang. Adapun hasil investasi 

dialokasikan untuk upah nadzir (maksimal 10%) dan kesejahteraan 

masyarakat (minimal 90%).
64

 

Dalam pengelolaanya, KSPPS BMT Assyafi’iyah Kotagajah 

menjadi lembaga sosial yang mengelola wakaf uang dengan harapan agar 

masyarakat memiliki kesadaran akan sosial agama. KSPPS BMT 

Assyafi'iyah Kotagajah telah mengelola wakaf uang selama kurang lebih 
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empat tahun. BMT As-Syafi’iyah telah mendapat izin resmi dari Badan 

Wakaf Indonesia (BWI) pada akhir tahun 2014. Kemudian efektif 

berjalan penghimpunan dana wakaf di tahun 2015.
65

 Berikut adalah alur 

pengelolaan wakaf uang di KSPPS BMT Assyafi’iyah Kotagajah: 

Gambar 1.1 

Alur pengembangan wakaf uang di KSPPS BMT Assyafi’iyah 

Kotagajah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema diatas merupakan gambaran tentang alur pengembangan 

wakaf uang di KSPPS BMT Assyafi’iyah. Waqif atau orang yang 

berwakaf menyerahkan harta wakafnya dalam bentuk uang kepada nadzir 

yaitu BMT Assyafi’iyah. Besarnya wakaf tidak ditentukan, namun ada 

batas minimalnya yaitu Rp 1.000,-. Setelah harta wakaf sudah berada di 

BMT Assyafi’iyah yang berperan sebagai nadzir, wakaf uang tersebut 

akan dikembangkan secara produktif. Wakaf uang dikembangkan atau 
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dikelola melalui 3 akad yaitu ditempatkan sebagai simpanan berjangka, 

pembiayaan mudharabah, dan pinjaman qardhul hasan. Kemudian hasil 

dari pengembangan tersebut akan disalurkan kepada mauquf alaih 

biasanya sebagai santunan, dan juga biaya pendidikan untuk kaum dhuafa. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lailatul Fatimah selaku 

Pimpinan Baitul Maal Assyafi’iyah, peneliti akan menganalisis proses 

pengelolaan wakaf uang yang ada di KSPPS BMT Assyafi’iyah 

Kotagajah. Tercatat jumlah waqif sampai tahun 2017 yaitu berjumlah 

2636 orang yang berdiri dari berbagai kalangan. Berikut data 

perkembangan asset wakaf di BMT Assyafi’iyah Kotagajah: 

Tabel 2.1 

Perkembangan asset wakaf uang di BMT Assyafi’iyah Kotagajah 

No Tahun Asset Wakaf Penyaluran/pengelolaan 

1 2015/ November 164.500.000 164.500.000 

2 2016/Desember 377.794.584 377.794.584 

3 2017/Desember 561.411.627 561.411.627 

4 2018/Maret 618.433.427 618.433.427 

Tercatat sampai bulan Maret 2018, jumlah asset wakaf uang yang 

ada di KSPPS BMT Assyafi’iyah  adalah sebesar Rp 618.433.427,-. Dari 

jumlah asset tersebut, terdapat pembagian proporsi dalam pengembangan 

asset wakaf yaitu sebagai berikut: 
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Table 2.2 

Pembagian proporsi pengembangan asset wakaf uang di BMT 

Assyafi’iyah Kotagajah. 

No Proporsi Model Pengembangan 

1 40% Deposito berjangka 

2 60% Modal kerja 

Dari data diatas maka dapat dilihat sebanyak 40% dana wakaf 

yang terkumpul di lembaga ini ditempatkan pada deposito berjangka. 

Sementara 60% lainnya disalurkan sebagai modal kerja pengusaha kecil 

melalui pembiayaan mudharabah dan pinjaman qardul hasan.
66

 

2. Penyaluran Wakaf Uang 

Wakaf uang yang dikelola oleh KSPPS BMT Assyafi’iyah 

sebesar 60% seluruhnya disalurkan sebagai modal kerja atau modal usaha 

masyarakat. Dana tersebut disalurkan melalui pembiayaan mudharabah 

dan pinjaman qardhul hasan kepada pelaku usaha mikro dan pada sektor 

pertanian. 

a. Pembiayaan mudharabah 

 KSPPS BMT Assyafi’iyah menggunakan pembiayaan 

mudharabah sebagai salah satu cara untuk mengembangkan harta 

wakaf. Namun penyaluran wakaf uang menggunakan pembiayaan ini 

baru diterapkan pada tahun 2018. Sampai saat ini hanya satu anggota 

yang diberikan pembiayaan mudharabah menggunakan harta wakaf. 
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 Mengingat resiko yang cukup besar terhadap pembiayaan ini, 

maka pihak Baitul Maal hanya memberikan pembiayaan ini kepada 

anggota yang telah memiliki riwayat pembiayaan lancar dan benar-

benar mampu untuk mengembalikan harta wakaf tersebut. Sehingga 

untuk pembiayaan ini, pihak Baitul Maal sangat berhati-hati dalam 

memberikan pembiayaan.
67

 

b. Pinjaman qardhul hasan 

 Peran BMT Assyafi’iyah sebagai non lembaga keuangan 

tidak pernah terlepas  dari masalah pembiayaan atau kredit. Bahkan 

BMT Assyafi’iyah ini tidak lepas dari  kegiatan sosialnya. Pemberian 

pembiayaan adalah kegiatan  utamanya,  pembiayaan yang diberikan 

untuk menambah modal usaha sangat mempengaruhi  pendapatan 

yang dihasilkan.  

 Harta wakaf yang disalurkan oleh pihak KSPPS BMT 

Assyafi’iyah kepada anggota melalui pinjaman ini adalah bersifat 

produktif. Artinya, pinjaman ini dimaksudkan untuk pemberdayaan 

usaha anggota. Misalnya sebagai modal awal atau tambahan modal 

usaha anggota dalam rangka pengembangan usahanya agar mampu 

meningkatkan taraf hidup anggota.
68

 

 Adapun mekanisme pengajuan pinjaman qardul hasan adalah 

sebagai berikut: 
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a. Calon anggota maupun anggota lama yang ingin mengajukan 

pinjaman harus mengisi formulir/blanko pengajuan pinjaman yang 

diberikan oleh pihak Baitul Maal. 

b. Anggota melengkapi semua persyaratan. 

c. Setelah proses pengajuan selesai, pihak Baitul Maal melakukan 

survei langsung. Baik survei fisik seperti rumah dan usaha, serta 

survei rincian mengenai rencana usaha yang akan dijalankan. 

d. Musyawarah anggota Baitul Maal oleh seluruh tim pembiayaan 

untuk memutuskan pengajuan diterima atau ditolak. 

e. Apabila diterima, maka akan dilanjudkan dengan akad dan 

dilakukan pencairan dana.
69

 

 Teknik pinjaman qardhul hasan di Baitul Maal Assyafi’iyah 

Kotagajah bersifat fleksibel. Pencairan dana pinjaman tidak selalu 

sesuai dengan permintaan pengajuan dari anggota. Misalnya seorang 

anggota mengajukan pinjaman sebesar Rp 2.000.000,- untuk 

tambahan modal berjualan bakso, namun pihak Baitul Maal hanya 

dapat mencairkan dana pengajuan sebesar Rp 1.000.000,- karena 

pertimbangan dan berdasarkan hasil survei serta perencanaan usaha 

anggota tersebut.  

 Pinjaman qardhul hasan ini tidak menggunakan jaminan, 

dengan pengembalian pinjaman hanya pokok pinjamannya saja sesuai 

dengan ketentuan ketika akad. Artinya pihak Baitul Maal tidak 
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menggunakan margin dalam pinjaman ini. Sebab, pembiayaan 

qardhul hasan ini memang merupakan pembiayaan kebajikan yang 

bersifat sosial. Namun ketika pengembalian pokok pinjaman, anggota 

dianjurkan untuk memberikan infaq yang besarnya tidak ditentukan 

sebagai hasil dari pengelolaan wakaf uang ini. Kemudian nantinya 

hasil dari wakaf uang yang berupa infaq tersebut diperuntukkan untuk 

mauquf alaih. 

 Angsuran pengembalian pokoknya juga disesuaikan dengan 

kemampuan anggota yang disepakati diawal akad. Misalnya akan 

diangsur dengan sistem harian, mingguan, atau bulanan. Namun 

ketika didapati anggota mengalami angsuran macet atau merasa 

keberatan, pihak Baitul Maal akan melakukan survei kembali untuk 

mengetahui alasan anggota keberatan dengan angsuran yang telah 

disepakati. Kemudian memberikan keringanan berupa perpanjangan 

jangka waktu pembayaran.
70

 

C. Efektivitas Proporsi Penyaluran Wakaf Uang Terhadap Pemberdayaan 

Ekonomi Masyarakat 

Efektivitas adalah kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas 

dengan sasaran yang dituju. Efektivitas juga merupakan bagaimana suatu 

organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam 

usaha mewujudkan tujuan operasional.
71

 Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
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efektivitas ini merupakan suatu tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari 

suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. 

Tujuan dari penyaluran wakaf uang di BMT Assyafi’iyah adalah 

sebagai wujud keikutsertaan dalam membantu perekonomian masyarakat. 

Prinsip yang dimaksud oleh BMT Assyafi’iyah adalah upaya untuk 

meningkatkan harkat martabat golongan masyarakat yang kurang mampu 

dengan upaya mendorong, memotivasi agar memiliki kesadaran 

mengembangkan potensinya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, 

BMT Assyafi’iyah menyalurkan harta wakaf tersebut dengan porsi 60% di 

bidang usaha mikro dan bidang pertanian.
72

 

Dalam memberikan pembiayaan tentunya pihak BMT Assyafi’iyah 

harus selektif kepada calon anggota penerima pembiayaan. Karena pada 

dasarnya nilai pokok dari harta wakaf tidak boleh sampai berkurang. 

Sehingga pihak BMT Assyafi’iyah memiliki langkah-langkah tersendiri yang 

dipergunakan untuk mengidentifikasi calon anggota penerima pembiayaan 

tersebut. langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Identifikasi potensi 

Langkah ini dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik Sumber 

Daya Manusia (SDM) dan lingkungan internalnya baik lingkungan sosial, 

ekonomi, dan Sumber Daya Alam (SDA) khususnya yang terkait dengan 

usahanya, maupun lingkungan eksternal. Tentunya langkah ini dilakukan 

sebelum anggota diberikan pembiayaan oleh pihak BMT Assyafi’iyah. 
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Dengan langkah ini diharapkan setiap gerak kemajuan dapat dianalisis 

sebagai pertimbangan dalam memberikan pembiayaan. 

2. Monitoring dan evaluasi 

Langkah ini dimaksudkan untuk melakukan pemantauan usaha 

yang dijalankan oleh anggota. Tentunya langkah ini dilakukan setelah 

anggota menerima pembiyaan dan usaha yang telah berjalan. Sehingga 

tidak hanya untuk mengetahui hasil pelaksanaan program kerja bersama 

apakah yang dikerjakan sudah sesuai dengan program kerja yang telah 

ditetapkan bersama, namun juga untuk membuat penyesuaian-penyusuaian 

jika diperlukan sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan.
73

 

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan peneliti sebelumnya, 

berikut ini terdapat beberapa indikator dalam memberikan pembiayaan 

kepada masyarakat yang bersumber dari harta wakaf: 

g. Tujuan pengajuan pembiayaan 

Pembiayaan ini hanya diberikan kepada anggota yang memiliki 

atau akan membuka usaha mikro. Artinya, tidak semua pengajuan dapat 

dibiayai oleh harta wakaf. 

h. Riwayat Pengembalian 

Anggota lama yang akan mendapat pembiayaan ini dipastikan 

memiliki riwayat pengembalian angsuran yang baik. Tentunya agar harta 

wakaf tersebut tidak berkurang pokoknya. 
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i. Kondisi Ekonomi 

Pembiayaan dari harta wakaf ini diperuntukkan kepada masyarakat 

yang memiliki ekonomi menengah kebawah sesuai dengan peruntukannya 

adalah untuk membiayai usaha mikro masyarakat.
74

 

 

Dengan melihat beberapa indikator tersebut maka dapat dilakukan 

evaluasi terhadap beberapa anggota yang telah mendapat penyaluran dana 

wakaf uang yang digunakan sebagai modal usaha mereka. Berikut hasil 

penelitian yang dihasilkan berdasarkan hasil wawancara langsung dengan 10 

anggota yang mendapatkan penyaluran dana wakaf uang berupa pembiayaan 

mudharabah dan pinjaman qardhul hasan: 

1. Melya (Pedagang pakaian) 

Alamat   : Pasar 2 Kotagajah 

Jumlah pembiayaan : Rp. 10.000.000,- (pembiayaan mudharabah) 

Pengaruh ekonomi  : Membantu menambah modal 

dalam melangsungkan usaha, 

sehingga berjalan lancar.
75

 

 

2. Sugiyati (Pedagang Bakso) 

Alamat   : Tulung Balak 

Jumlah pembiayaan : Rp. 1.000.000,- (pinjaman qardhul hasan) 

Pengaruh ekonomi : Usaha berjalan dengan penghasilan yang cukup.
76
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3. Ma’rifah (Pedagang makanan) 

Alamat   : Tanggul Angin Punggur 

Jumlah pembiayaan : Rp. 1.500.000,- (pinjaman qardhul hasan) 

Pengaruh ekonomi : Dapat membantu dalam mencukupi kehidupan 

sehari-hari.
77

 

 

4. Siti Wasitoh (Tukang jahit) 

Alamat   : Margo Rahayu 1 

Jumlah Pembiayaan : Rp.1.000.000,- (pinjaman qardhul hasan) 

Pengaruh ekonomi : Dapat menambah modal pembelian mesin jahit 

sehingga melancarkan usaha dan menambah 

pendapatan.
78

 

 

5. Wagino (Penjual mainan) 

Alamat   : Pasar 2 Kotagajah 

Jumlah pembiayaan : Rp. 1.500.000,- (pinjaman qardhul hasan) 

Pengaruh ekonomi : Menambah kelancaran usaha dan penghasilan 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
79
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6. Fahrur Iqbal (Penjual mie ayam) 

Alamat   : Pasar 2 Kotagajah 

Jumlah pembiayaan : Rp.2.000.000 (pinjaman qardhul hasan) 

Pengaruh ekonomi : Menambah kelancaran usaha dan dapat memenuhi 

kebutuhan sehari-hari.
80

 

 

7. Angelica (Penjual makanan) 

Alamat   : Bandar Surabaya 

Jumlah pembiayaan : Rp. 500.000,- (pinjaman qardhul hasan) 

Pengaruh ekonomi : Dapat membantu perekonomian keluarga dalam 

memenuhi kebutuhan.
81

 

 

8. Cahyadi (Penjual mainan) 

Alamat   : Gajah Timur 2 

Jumlah pembiayaan : Rp. 1.000.000,- (pinjaman qardhul hasan) 

Pengaruh ekonomi : Membantu permodalan usaha yang berjalan saat 

ini, sehingga menghasilkan pendapatan.
82

 

 

9. Surya Putra (Kredit barang) 

Alamat   : Margo Rahayu 1 
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Jumlah pembiayaan : Rp. 2.500.000,- (pinjaman qardhul hasan) 

Pengaruh ekonomi : Membantu kelancaran usaha dan penghasilan 

meningkat walaupun tidak banyak.
83

 

 

10. Samin (Penjual makanan) 

Alamat   : Bandar Surabaya 

Jumlah pembiayaan : Rp. 1.000.000,- (pinjaman qardhul hasan) 

Pengaruh ekonomi : Membantu permodalan usaha sehingga saat ini 

telah berjalan dan dapat memenuhi kebutuhan 

sehari-hari.
84

 

Menurut peneliti, bedasarkan wawancara dengan anggota yang 

menggunakan  pembiayaan qardhul hasan  yang paling dibutuhkan untuk 

usaha kecil utamanya adalah modal. Bagi usaha kecil, sering dijumpai 

pemerolehan modal diringi dengan membayar bunga yang cukup tinggi, 

sehingga pinjaman menjadi beban yang sewaktu-waktu  dapat menjadi faktor 

terjadinya kemacetan dalam membayar angsuran. 

Disinilah peran BMT Assyafi’iyah sebagai lembaga maal untuk 

peduli masalah umat. Pembiayaan qardhul hasan adalah salah satu cara untuk 

membantu  masalah modal bagi pengusaha kecil, karena pembiayaan qardhul 

hasan ini adalah pinjaman tanpa tambahan apapun. Sehingga pembiayaan ini 

anggotanya adalah masyarakat yang termasuk golongan lemah.  
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Menurut pihak BMT Assyafi’iyah, tugas memberdayakan 

masyarakat bukan hanya tugas pemerintah semata. Namun, setiap elemen 

masyarakat harus turut serta dalam memberdayakan masyarakat. Oleh sebab 

itu pihak BMT akan terus melakukan pengelolaan harta wakaf sebagai bentuk 

partisipasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

Proporsi sebesar 40% yang ditetapkan oleh BMT Assyafi’iyah 

Kotagajah tersebut disimpan sebagai simpaan berjangka di KSPPS BMT 

Assyafi’iyah Kotagajah. Artinya dana tersebut tidak diprodukifkan 

sebagaimana dana lainnya. Sedangkan 60% sisanya disalurkan kepada 

masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi menengah kebawah melalui 

pembiayaan mudharabah dan pinjaman qardhul hasan. Dalam menetapkan 

proporsi tersebut, BMT Assyafi’iyah memiliki beberapa indikator efektivitas 

yaitu: 

1. Ketepatan sasaran 

Ketepatan dalam memilih anggota penerima pembiayaan harta 

wakaf menjadi salah satu indikator untuk menilai efektif atau tidaknya 

harta wakaf yang disalurkan. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa pihak 

BMT juga memiliki karakteristik tersendiri dalam menentukan calon 

penerima pembiayaan. 

2. Ketepatan waktu 

Waktu yang di,aksud disini adalah jangka yang diberika kepada 

anggota dalam mengembalikan pembiayaan yang diberikan apakah tepat 

waktu atau tidak. 
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3. Perbahan nyata 

Ini menjadi indikator yang paling penting bagi pihak BMT. Dimana 

dampak dari perubahan nyata yang dihasilkan apakah telah sesuai dengan 

rencana atau tidak. 

Berdasarkan data yang telah disajikan peneliti di atas, maka dapat 

diperoleh hasil: 

1. Penyaluran harta wakaf yang telah disalurkan kepada masyarakat dalam 

bentuk modal usaha tersebut memiliki pengaruh terhadap usaha anggota. 

2. Dengan menyalurkan harta wakaf tersebut sebagai modal usaha mikro 

anggota, faktanya telah membantu anggota dalam melangsungkan usaha 

mereka. Sebagian anggota yang mendapat pembiayaan dari harta wakaf 

tersebut mulanya mengalami masalah dalam usahanya. Kemudian 

mereka mengajukan pembiayaan dalam rangka melanjutkan usahanya 

kembali. 

3. Proporsi antara harta wakaf yang disimpan di deposito berjangka dan 

yang disalurkan oleh BMT Assyafi’iyah tersebut dapat membantu 

pemberdayaan ekonomi masyarakat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa, 40% dari 

harta wakaf yang sudah terkumpul disimpan sebagai simpanan berjangka di 

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal wa Tamwil 

(KSPPS BMT) Assyafi’iyah Kotagajah, sedangkan 60% lagi disalurkan 

sebagai modal usaha melalui 2 akad yaitu pembiayaan mudharabah dan 

pinjaman qardhul hasan. Dengan menyalurkan porsi tersebut sebagai modal 

usaha mikro anggota, faktanya telah membantu anggota dalam 

melangsungkan usaha mereka. Sebagian anggota yang mendapat pembiayaan 

dari harta wakaf tersebut mulanya mengalami masalah dalam usahanya. 

Kemudian mereka mengajukan pembiayaan dalam rangka melanjutkan 

usahanya kembali. Sehingga dapat disimpulkan, dengan porsi yang telah 

ditentukan oleh pihak KSPPS BMT Assyafi’iyah tersebut, dapat dikatakan 

efektif dalam membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

 

B. Saran 

Kepada nazhir KSPPS BMT Assyafi’iyah Kotagajah : 

1. Melakukan sosialisasi lebih intensif agar masyarakat lebih mengetahui 

wakaf uang karena wakaf uang relatif baru. 

2. Penambahan karyawan-karyawan untuk memudahkan menghimpun dan 

mengelola wakaf. 
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3. Supaya asset wakaf dapat berdayaguna, maka harus di asuransikan 

Kepada waqif  KSPPS BMT Assyafi’iyah Kotagajah: 

1. Kaum muslimin diharapkan dapat mewakafkan uangnya untuk menunjang 

program usaha produktif tersebut yang hasilnya untuk mauquf „alaih. 

2. Pemberian dukungan agar program yang telah dijalankan terus berjalan. 

  



 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam. Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim. 

Cet. I. Jakarta: Darul Falah. 2002. 

 

Abdurrahman Fathoni. Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi. 

Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011. 

 

Ade Putriansyah. Pengembangan Harta Wakaf sebagai Sarana Pemberdayaan 

Ekonomi Masyarakat. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015. 

 

Badrudin. Dasar-dasar Manajemen. Bandung: Alfabeta, 2014. 
 

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-3. 

Jakarta: Balai Pustaka, 2005. 

 

E. Mulyasa. Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategis, dan Implementasi. 

Bandung: PT. Remaja Kosdakarya, 2002. 

 

Endang Istiyorini. Pengelolaan Wakaf Tunai dalam Upaya Pemberdayaan 

Ekonomi Umat. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2016. 

 

Gunawan Sumodiningrat. Pemberdayaan Sosial. Jakarta: Kompas. 2007. 
 

Hermanto. Efektivitas Penghimpuan Dana Wakaf Uang di BMT L-Risma 37c 

Gantimulyo Kecamatan Pekalongan. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 

2015. 

 

Ilfi Nur Diana. Hadis-hadis Ekonomi. Malang: UIN Maliki Press, 2012. 

 

M. Nur Rianto Al Arif. Lembaga Keuangan Syariah “Suatu Kajian Teoretis 

Praktis”. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012. 

 

M.A. Mannan. Sertifikat Wakaf Tunai “Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan 

Islam”. Depok: CIBER bekerjasama dengan PKTTI-UI, 2001. 

 

Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2012. 

 

Miftahul Bariyah. Wakaf Produktif sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi 

Masyarakat. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014. 

 

Nurul Huda dan Mohamad Heykal. Lembaga Keuangan Islam: Tianjauan 

Teoretis dan Praktis. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010. 

 



 

 

Rozalinda. Manajemen Wakaf Produktif. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2015). 

 

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: 

Alfabeta, 2013. 

 

Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Yogyakarta: 

PT Rineka Cipta, 2010. 

 

Tim Penyusun. Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia. Jakarta: 

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan 

Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007. 

 

Uhar Suharsaputra. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan. 

Bandung: PT Refika Adiktama, 2012. 

 

W. Gulo. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT Grasindo, 2004. 

 

Zubaedi, Pengembangan Masyarakat, Wacana dan Praktik, (Jakarta: Kencana, 

2013), h.24. 

 

Astrianisa Fathona, “Tercapainya Tingkat Efektivitas Wakaf Uang Untuk 

Memberdayakan Kesejahteraan Mauquf „Alaih Di Yayasan Dana Sosial 

Al Falah (Ydsf) Surabaya” dalam JURNAL EKONOMI SYARIAH TEORI 

DAN TERAPAN, (Surabaya: Universitas Airlangga), Vol. 3 No. 1 Januari 

2016. 

 

Bambang Sugeng Dwiyanto Dan Jemadi, “Pemberdayaan Masyarakat Dan 

Pengembangan Kapasitas Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui 

Pnpm Mandiri Perkotaan” dalam Jurnal Maksipreneur, (Yogyakarta: 

Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta), Vol III No. 1 Desember 2013, h. 

41. 

 

Dipta Kharisma dan Tri Yuniningsih, “Efektivitas Organisasi Dalam 

Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Tdup) Dinas 

Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang” dalam Departemen 

Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, (Semarang: 

Universitas Diponegoro) 

Dwi Pratiwi Kurniawati dan Bambang Supriyono, “Pemberdayaan Masyarakat di 

Bidang Usaha Ekonomi” dalam JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK, 

(Malang: Universitas Brawijaya), Vol. 1 No. 4. 

 
Ismail Ruslan, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di 

Pontianak” dalam JURNAL KHATULISTIWA, (Pontianak: STAIN 

Pontianak), Vol. 2 No. 1 Maret 2012. 



 

 

Mardi Yatmo Hutomo, “Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: 

Tinjauan Teoritik dan Implementasi” dalam  NASKAH, (Yogyakarta: 

Universitas Wangsamanggala), No. 20 Juni-Juli 2000. 

 

 

Nuskhiya Asfi dan Holi Bina Wijaya, “Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat 

Dalam Pengentasan Kemiskinan Pada Program Gerdu Kempling Di 

Kelurahan Kemijen Kota Semarang” dalam Jurnal Teknik PWK, 

(Semarang: Universitas Diponegoro), Volume 4 Nomor 2 2015. 

 

Ravik Karsidi, “Pemberdayaan Masyarakat Untuk Usaha Kecil dan Mikro” dalam 

Jurnal Penyuluhan, (Bogor: Institut Pertanian Bogor), Vol. 3 No. 2 

September 2007. 

 

Budi Wahyono, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat” dalam 

http://www.pendidikanekonomi.com/2012/12/pemberdayaan-ekonomi-

masyarakat.html, diunduh pada tanggal 16 Maret 2018. 

 

Pra Survey Ibu Lailatul Fatimah selaku pimpinan Bitul Maal BMT As-Syafi’iyah 

Kota Gajah pada tanggal 26 Februari 2018. 

 
  

http://www.pendidikanekonomi.com/2012/12/pemberdayaan-ekonomi-masyarakat.html
http://www.pendidikanekonomi.com/2012/12/pemberdayaan-ekonomi-masyarakat.html


 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

RIWAYAT HIDUP 

Peneliti bernama Diah Ayu Fatmala. 

Lahir di Lampung tepatnya di Kota Metro 

pada tanggal 15 Maret 1996, anak ke 

delapan dari pasangan Bapak Bisri Mustofa 

dan Ibu Yahminatun. 

Peneliti telah menyelesaikan 

pendidikan formal di TK Aisiyah Bustanul 

Anfal Metro Selatan pada tahun 2001-2002, SDN 02 Metro Selatan pada tahun 

2002-2008, SMPN 3 Metro pada tahun 2008-2011, SMAN 6 Metro pada tahun  

2011-2014. Kemudian melanjutkan di IAIN Metro mengambil Jurusan S1 

Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada tahun 2014. 

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam organisasi kemahasiswaan 

yaitu sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) periode 2017-

2018. Penulis juga aktif dalam organisasi ektra kampus yaitu Pergerakan 

Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Selain itu, penulis juga aktif dalam organisasi 

kemasyarakatan yaitu Karang Taruna Metro Selatan. 

 


